
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 8istem
Perencariaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-
2029;

Menimbang

BUPATI TABALONG,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATENTABALONGTAHUN 2025 - 2029

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 3 TAHUN 2025

BUPATITABALONG
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

SALINAN



12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalorig Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tabun 2023
ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042
(Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tahuri 2023 Nomor
03, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2025 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);

9. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2024 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerab, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pernerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1213);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang NasionaI Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian
Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan rnasyarakat.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyeJenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan­
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalarnnya, guna pemanfaalan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah hasil
perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKAMENENGAHDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN
2025 - 2029.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

BUPATITABALONG

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG

Dengan Persetujuan Bersama
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11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJMNadalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5
(lima)tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan
adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
untuk periode 5 (lima)tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupalen Tabalong, yang
selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tabalong adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Tabalong untuk periode 5 (lima)tahun.

14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dany atau kebijakan,
rencana, dan/ atau program.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.

16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pcmerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

20. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah
secara keseluruhan.

21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output), dalam bentuk barang/jasa.

25. Kinerja adalah capaian keluaran Zhasilydampak dari kcgiatan zprograrn/
sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
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Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan
pendekatan:
a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom up).

Pasal4

BAB 11
TATAPERENCANAAN

Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan Program ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal3

(3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
a. pedoman bagi Pcrangkat Dacrah dalam menyusun Renstra Perangkat

Daerah;
b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
d. acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan

pembangunan Daerah.

(1) RPJMD merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati yang memuat Tujuan,
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara
sinergis dan terpadu.

Pasal2

26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bent uk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

27. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumbcr daya pembangunan agar hasil (outcome)
dapat terwujud.

28. Hasil (ou.tcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerrninkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

30. Tabalong Sejahtera, Maju, Religius dan Terdcpan yang selanjutnya disebut
Tabalong SMarT adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera,
berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu
berada eligaris terdepan dalam inovasi dan kemajuan.
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(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun
2029.

(1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
RKPD, dan dokurnen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan
keten tuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

BABV
PELAKSANAANRPJMD

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
a. mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
b. mendorong kemajuan Daerah;
c. mengembangkan kehidupan yang religius; dan
d. menjadi daerah yang terdepan.

Pasal 8

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 menuju Tabalong SMarT.

Pasal 7

BABIV
VISI DANMISl

(2) Ketentuan mengenai penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika
RPJMD Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(1) Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan
sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum Daerah;
c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah

Daerah; dan
e. penutup.

Pasal 6

BAB TTl
SISTEMATIKA

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan
menggunakan pendekatan:
a. holistik-tematik;
b. integratif; dan
c. spasial.

Pasa15
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Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan
pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target
pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian
dapal dilaksanakan pada saat:
a. penyusunan RKPDyang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. kebijakan umum APBD; dan
c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 13

BABVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam;
c. goncangan politik;
d. krisis ekonomi;
e. kcnflik sosial budaya;
f. gangguan keamanan;
g. pemekaran daerah; atau
h. perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi arah dan prioritas

pcmbangunan daerah.

Pasal 12

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan
daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. adanya ketidakcocokan antara kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD
dengan kebijakan nasional, yang memerlukan penyesuaian agar sejalan
dengan arah pembangunan nasional; dan

c. terjadinya perubahan mendasar.

Pasal 11

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mernastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

(2) pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan.

(1) Pemerinlah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD.

Pasal 10

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
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MUHAMMAD NOOR RIFANI

ttd.

BUPATI TABALONG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Agustus 2025

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 4),
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lernbaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021); dan

b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2024),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

BABX
KETENTUANPENUTUP

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 4) masih tetap berlaku sarnpai ditetapkannya RPJMD
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman
penyusunan RPJMD telah mengalarni perubahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (3-62/2025).

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TABUN 2025 NOMOR 3

HAMIDA MUNAWARAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

vf4 ~uU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2. ig•• tu. 2825
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Kabupaten Tabalong merupakan salah satu daerah yang melaksanakan
Pilkada serentak, sehingga periode RPJMD yang disusun mulai dari tahun
2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025. Pilkada serentak bukan hanya sekadar proses pemilihan pemimpin
daerah, tetapi juga menjadi titik awal untuk menentukan arah pembangunan
jangka panjang. Selain itu Pilkada serentak dapat menciptakan keselarasan
dalam perencanaan pembangunan baik dari segi isi maupun waktu, antara
pusat dan daerah. Hal ini karena kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
terpilih dalam pilkada serentak dapat mengimplementasikan visi dan misi
mereka sccara serentak dalam jangka pendek dan menengah sehingga
pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efisien. Pemilu serentak juga

Pandemi Coronauinis Disease 2019 (Covid-19) yang mempengaruhi
capaian beberapa indikator sasaran dan target dalam RPJMD periode
sebelumnya periu dilakukan peningkatan dan penguatan strategi dan arah
kebijakan dalam mewujudkan visi dan sasaran misi RPJMD Kabupaten
Tabalong tahun 2025-2029.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten
Tabalong sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan
yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode
dan kcrangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan
penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (top-down) dan bawah­
atas (bottom-up),yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses
atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga
tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan
nasional dan rencana pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pernbangunan
yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
an tar waktu, antar fungsi pemerintahan, rnenjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat
perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut,
maka pcrcncanaan pernbangunan ill daerah disusun dalam tahapan-tahapan
baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

I. UMUM

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH
KABUPATENTABALONGTAHUN2025-2029

TENTANG

RANCANGANPERATURANDAERAH
NOMOR 3 TAHUN2025

ATAS

PENJELASAN
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Pasal 1
Cukup jelas.

II. PENJELASANPASALOEMI PASAL

RPJMO Tahun 2025-2029 merupakan perspektif mas a depan daerah yang
merniliki visi "MENUJU TABALONG SMaRT". Visi ini diharapkan akan
menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkernbang dengan pesat,
memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada eli garis terdepan
dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong
untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana
kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi
unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama yang ingin
dicapai dalam mas a 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2029 adalah: "Penquatari Pondasi dalam Mewujudkan
Pembangunan Berbasis Poierisi Lokal uniuk: TabaZongyan.g Sejahtera, Maju,
Religius dan. Terdepan dengan prinsip Berdaya Sainq, Berkelanjutan.. dan
Inklusif".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tabalong Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan
penyusunan Renstra PD karena sebagian substansi Renstra PD merupakan
bagian dad RPJMD Kabupalen Tabalong Tahun 2025-2029. Mengingat
perencanaan pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari
perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup
penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud
bermakna bahwa disamping RPJMD tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi,
dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan
bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta
Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik
Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia periode 2025-2029.

Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan
sejak dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Penyusunan
RPJMD juga harus memperhatikan RTRW yaitu pada kebijakan pola dan
struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan
lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di
Kabupaten Tabalong, berpedoman dan memperhatikan RPJPD dan RPJM
Nasional, Provinsi, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan
dan Gizi, RADPengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian
Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) serta Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan Iptek Oaerah (RTPJPJD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Kabupaten Tabalong berkewajiban untuk
segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, di
mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan
Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

diharapkan dapat memperkuat hubungan an tara legislatif dan eksekutif, serta
menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasa18
Cukup jelas.

Pasa17
Cukup jelas.

Pasa16
Cukup jelas.

adalah dilaksanakan dengan
kedalam satu proses terpadu
upaya pencapaian tujuan

yang dimaksud dengan "integratif"
menyatukan beberapa kewenangan
dan fokus yang jelas dalam
pernbangunan Daerah.

hur'uf c
yang dimaksud dengan "spasial" adalah dilaksanakan dengan
mernpertimbangkan dimensi keruangan dalam Perencanaan.

Pasa15
huruf a

yang dimaksud dengan "holistik-tematik" adalah dilaksanakan
dengan mernpertimbangkan keseluruhan unsurjbagianj kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,
hambatan danjatau permasalahan yang saling berkaitan satu
dengan lainnya

huruf b

dengan "partisipatif" adalah melibalkan semua
berkepentingan (stakeholders) terhadap

yang dimaksud
pihak yang
pembangunan.

hurufc
yang dimaksud dengan "politis" adaJah penjabaran dari agenda­
agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat
karnpanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah

huruf d
yang dimaksud dengan "atas bawah (top-down) dan bawah atas
(bottom up)" adalah rnenurut jenjang pernerintahan dan rencana
hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui
rnusyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi
pencapaian sasaran rencana pernbangunan nasional dan rencana
pem bangunan daerah

Pasal 4
huruf a

yang dimaksud dengan "teknokratik" adalah dilaksanakan
berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan.

hurufb

Pasal3
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 1

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jclas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasa! 14
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasa! 12
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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